




  BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Penelitian Terdahulu 
Hasil penelitian Irianti dan Saifi (2017) menunjukan bahwa NPL, LDR, ROA,  
NIM, CAR terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q) berkontribusi sebesar 36.2% dan 
sisanya 63.8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Hasil 
uji simultan (uji F) menunjukan bahwa NPL, LDR, ROA, NIM, CAR berpengaruh 
signifikan terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q). Hasil Uji T diperoleh NPL, NIM, 
CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q), Sedangkan 
LDR dan ROA berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. ROA merupakan 
faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi nilai perusahaan (Tobin’s Q). 
Hasil penelitian Ningrum (2017) menunjukkan bahwa  secara parsial NPL dan 
CAR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV), GCG dan 
ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV). 
Hasil penelitian Sari (2017) menunjukan bahwa NPL dan LDR berpengaruh 
negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan (Tobin’sQ), ROA berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q), CAR dan CSR 
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q). Hasil 
uji F menunjukan bahwa kinerja keuangan (NPL, LDR, ROA, CAR) dan CSR dapat 
secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q). Hal ini 
menunjukan bahwa nilai perusahaan (Tobin’s Q) dipengaruhi oleh kinerja keuangan 




Hasil penelitian Gunawan (2014) yang berjudul The Influence of Good 
Corporate Governance, Ownership Structure and Bank Size to the Bank Performance 
and Company Value in Banking Industry in Indonesia menunjukan bahwa secara 
parsial  GCG yang diproksikan dengan komite audit dan proporsi komisaris 
independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan (Tobin’s 
Q), struktur kepemilikan  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai 
perusahaan (Tobin’s Q), ukuran bank memiliki pengaruh yang tidak signifikan 
terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q), dan kinerja bank (NPL, ROA, ROE, NIM, 
OCOE, DAN LDR) berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q).  
Hasil Penelitian Agustina (2014) yang berjudul Pengaruh CAR, NPL, LDR, 
dan BOPO terhadap Nilai Perusahaan dengan ROA sebagai Variabel Intervening 
menunjukan hasil bahwa CAR berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan 
(PBV), NPL berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV), 
LDR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV), BOPO 
berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV), dan ROA 
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV).  
Hasil penelitian Wardoyo dan Agustini (2015) hasil uji T menunjukan bahwa 
risiko kredit, independensi dewan komisaris, ROA, dan CAR tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q).   
Hasil penelitian Alkhatib (2012) yang berjudul Financial Perfomance of 
Palestinian Commercial Banks. Hasil uij T menunjukan bahwa Credit Risk, 
Operational Efficiency, Asset Management  tidak berpengaruh signifikan terhadap 




Operational Efficiency, dan Asset Mmanagement berpengaruh signifikan terhadap 
nilai perusahaan (Tobin’s Q). 
Hasil Penelitian Maulana (2015) yang berjudul Determinan Harga Saham 
Perbankan menunjukkan bahwa secara parsial Capital Adequacy Ratio dan Non 
Performing Loan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham. 
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Sumber: Data Diolah, 2017 
2.2. Kajian Teori  
2.2.1.  Bank 
2.2.1.1. Pengertian Bank dan Jenis Bank 
Bank merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang 




keuangan diantaranya kredit, tabungan, pembayaran jasa, dan melakukan fungsi-
fungsi keuangan lainnya secara professional. Menurut Kasmir dalam bukunya 
Manajemen Perbankan (2012), Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan 
utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana 
tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.  
Kemudian pengertian bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 
1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan adalah sebagai berikut: 
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 
kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 
hidup rakyat banyak. 
 Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.31, Bank adalah suatu 
lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (Financial Intermediary) antara 
pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (Surplus Unit) dengan pihak-pihak yang 
memerlukan dana (Deficit Unit), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar 
lalu lintas pembayaran.   
 Dari definisi-definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah 
lembaga keuangan yang memiliki tiga kegiatan utama, yaitu menghimpun dana dari 
masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan jasa bank 
lainnya guna memperlancar lalu lintas pembayaran serta meningkatkan taraf hidup 
rakyat banyak. 
 Dalam praktiknya, perbankan di Indonesia terdapat beberapa perbedaan 





1. Dilihat dari Segi Fungsi  
Dari segi fungsi, perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau 
jumlah produk yang ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Jenis 
Bank jika dilihat dari segi fungsinya terdiri dari tiga macam, yaitu:  
a. Bank Umum adalah bank yang melaksankan kegiatan usaha secara 
konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan 
kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah 
yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran. 
c. Bank Sentral adalah jenis bank yang bersifat tidak komersial. Tujuan 
dari Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara 
kestabilan nilai rupiah. Disamping itu, Bank Sentral yaitu Bank 
Indonesia memiliki tugas antara lain menetapkan dan melaksanakan 
kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem 
pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank. Namun, pada 
tanggal 31 Desember 2013 pengaturan dan pengawasan bank beralih 
ke Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan 
diberi tugas dalam hal mikro (micro-prudential supervision), 
sedangkan Bank Indonesia akan lebih bertanggung jawab dalam 




misalnya terkait dengan kebijakan moneter dan penanganan di saat 
krisis. 
2.   Dilihat dari Segi Kepemilikannya 
Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang 
memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan 
penguasaan saham yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Jenis bank 
dilihat dari segi kepemilikan terdiri dari empat, diantaranya: 
a. Bank milik pemerintah adalah bank yang akta pendirian maupun 
modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank 
dimiliki oleh pemerintah pula. 
b. Bank milik swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian 
besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun 
didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungan diambil oleh 
swasta pula.  
c. Bank milik asing adalah bank cabang dari bank yang ada di luar 
negeri, baik milik swasta asing ataupun pemerintah asing suatu negara. 
d. Bank milik campuran adalah bank yang kepemilikan sahamnya 
dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dimana 
kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh Warga Negara 
Indonesia (WNI) 
3    Dilihat dari Segi Status 
Jenis bank yang ditinjau dari segi status menunjukan kedudukan bank yang 




jumlah produk, modal, maupun kualitas pelayanannya. Dalam praktiknya 
jenis bank dilihat dari status dibagi dalam dua macam, yaitu: 
a. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar 
negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara 
keseluruhan.  
b. Bank non devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk 
melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga transaksi yang 
dilakukan masih dalam batas-batas suatu negara. 
4.   Dilihat dari Segi Cara Menetukan Harga 
Ditinjau dari segi menetukan harga, dapat pula diartikan sebagai cara 
penentuan keuntungan yang akan diperoleh. Jenis bank jika dilihat dari segi 
atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun beli terbagi 
menjadi dua, yaitu: 
a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional dalam mencari 
keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya menggunakan 
dua metode  yaitu  spread based yang diperoleh dari selisih antara 
bunga produk pinjaman dan produk simpanan dan fee based yang 
diperoleh dari pengenaan biaya dalam nominal atau presentase tertentu 
seperti biaya administrasi, biaya provisi, sewa, iuran, dan lain-lain. 
b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah merupakan bank yang 
menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank 
dengan pihak lain baik dalam hal untuk menyimpan dana atau 




 Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI 2012, Bank dapat 
dikategorikan berdasarkan kegiatan usaha atau disebut dengan istilah Bank Umum 
berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU). Secara garis besar Peraturan Bank Indonesia 
tersebut dimaksud mengatur mengenai pengelompokkan bank berdasarkan kegiatan 
usaha sesuai dengan besarnya modal inti, kewajiban bank untuk menyalurkan kredit 
atau pembiayaan produktif dan pembukaan jaringan kantor bank yang harus didukung 
oleh alokasi modal inti yang mencukupi. Berikut adalah kriteria atau syarat 
pengelompokkan berdasarkan kegiatan usaha: 
1. BUKU 1 adalah bank dengan modal inti sampai dengan kurang dari 
Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) 
2. BUKU 2 adalah bank dengan modal inti paling sedikit sebesar 
Rp.1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) sampai dengan kurang dari 
Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah) 
3. BUKU 3 adalah bank dengan modal inti paling sedikit sebesar 
Rp.5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah) sampai dengan kurang dari 
Rp.30.000.000.000.000 (tiga puluh triliun Rupiah) 
4. BUKU 4 adalah bank dengan modal inti paling sedikit sebesar 
Rp30.000.000.000.000 (tiga puluh triliun Rupiah) 
2.2.1.2. Fungsi dan Tujuan Bank 
Menurut Susilo, Triandoro dan Santoso (2006) secara umum fungsi utama 
bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada 









                                           Fungsi Bank sebagai Perantara Keuangan 
 
Selain fungsi utama bank diatas, terdapat fungsi bank lainnya menurut 
Latumaerissa (2014): 
1. Agent of Trust 
Fungsi ini menunjukkan bahwa aktivitas intermediasi yang dilakukan oleh 
dunia perbankan dilakukan berdasarkan asas kepercayaan, dalam arti semua 
kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan bank tentu harus didasari rasa 
percaya dari masyarakat atau nasabah terhadap kredibilitas dan eksistensi dari 
masing-masing bank, karena tanpa rasa percaya masyarakat tidak akan 
menitipkan dananya di bank yang bersangkutan. 
2. Agent of Development  
Fungsi ini berkaitan dengan tanggung jawab bank dalam menunjang 
kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Dalam 
hal ini bank berfungsi untuk menjembatani semua kepentingan pelaku 



















3. Agent of Service 
Kegiatan service atau memberikan jasa-jasa bank lainnya sebagai jasa 
penunjang kegiatan utama bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. 
Jasa penunjang tersebut seperti jasa transfer (payment order), jasa kotak 
pengaman (safety box), inkaso (collection), dan lain-lain. Tujuannya adalah 
untuk memperlancar jasa perbankan yang sudah ada. 
Fungsi-fungsi bank tersebut memiliki hubungan dengan tujuan yang ingin 
dicapai oleh suatu bank. Menurut Undang-Undang RI No 10 Tahun 1998 tentang 
Perbankan disebutkan bahwa tujuan bank adalah menunjang pelaksanaan 
pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan 
ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 
Selain itu, bank dalam kegiatannya memiliki beberapa tujuan, diantaranya: 
1. Tujuan Jangka Panjang, yaitu memperoleh keuntungan laba yang digunakan 
untuk membiayai operasi dan non operasi perusahaan, ekspansi perusahaan di 
masa yang akan datang, serta kelangsungan hidup perusahaan akan terjamin. 
2. Tujuan Jangka Pendek, meliputi memenuhi cadangan minimum, pelayanan 
yang baik kepada pelanggan, dan strategi dalam melakukan investasi. 
2.2.1.3 Kesehatan Bank  
Penilaian tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang 
dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Kesehatan bank yang merupakan 
cerminan kondisi dan kinerja bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam 




juga menjadi kepentingan semua pihak terkait baik pemilik, pengelola (manajemen), 
dan masyarakat pengguna jasa bank. 
Pihak bank wajib untuk melakukan penilaian sendiri (self assestment) sesuai 
dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 Pasal 2 dengan 
menggunakan pendekatan risiko. Peraturan tersebut menggantikan metode penilaian 
sebelumnya yaitu metode yang berdasarkan Capital, Assets, Management, Earning, 
Sensitivity to Market (CAMELS). 
Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No 13/24/DPNP penilaian terhadap 
tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor yaitu, Risk Profile, 
Good Corporate Governance (GCG), Earning (Rentabilitas), Capital (Permodalan) 
atau sering disebut metode RGEC. Berikut adalah rincian dari cakupan penilaian 
tingkat kesehatan bank: 
1. Risk Profile (Profil Risiko) 
Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan 
kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Risiko 
yang wajib dinilai terdiri atas delapan jenis risiko, yaitu: 
a. Risiko Kredit  
Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak 
lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit pada 
umumnya terdapat pada seluruh aktivitas bank yang kinerjanya 
bergantung pada kinerja pihak lawan (counterparty), penerbit 
(issuer), atau kinerja  peminjam dana (borrower). Risiko kredit juga 




debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan 
usaha tertentu. Dalam menilai risiko kredit parameter/indikator yang 
digunakan adalah: 
a. Komposisi portofolio asset dan tingkat konsentrasi 
b. Kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencandangan 
c. Strategi penyediaan dana dan sumber timbulnya penyediaan 
dana 
d. Faktor eksternal 
b. Risiko Pasar  
Risiko Pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan 
variabel pasar (adverse movement) dari portofolio yang dimiliki oleh 
bank yang dapat merugikan bank (Booklet Perbankan Indonesia, 
2017). Risiko Pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko 
nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Dalam menilai risiko 
pasar terdapat parameter/indikator yang digunakan, yaitu: 
a. Volume dan komposisi portofolio 
b. Kerugian potensial (potential loss) risiko bunga dalam 
Banking Book (Interest Rate Risk in Banking Book-IRRBB) 
c. Strategi dan kebijakan bisnis 
c. Risiko Likuiditas  
Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk 
memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus 




diagunkan, tanpa menganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. 
Risiko likuiditas dapat diakibatkan oleh penarikan dana yang cukup 
besar dalam waktu relatif singkat dan di luar perhitungan bank, 
sehingga mengakibatkan kesulitan likuiditas (Darmawi, 2012). 
Dalam menilai risiko likuiditas, parameter/indikator yang digunakan 
adalah: 
a. Komposisi dari aset, kewajiban, dan transaksi rekening 
administratif 
b. Konsentrasi dari aset dan kewajiban 
c. Kerentanan pada kebutuhan pendanaan 
d. Akses pada sumber-sumber pendanaan 
d. Risiko Operasional 
Risiko operasional adalah risiko yang diakibatkan oleh 
ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, 
kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian 
internal yang mempengaruhi operasional bank. Sumber risiko 
operasional diantaranya dapat disebabkan oleh sumberdaya manusia, 
proses, sistem, dan kejadian eksternal yang mempengaruhi 
operasional bank. Dalam menilai risiko operasional, 
parameter/indikator yang digunakan adalah: 
a. Karakteristik dan kompleksitas bisnis 
b. Sumberdaya manusia 




d. Fraud, baik internal maupun ekseternal 
e. Kejadian eksternal  
e. Risiko Hukum 
Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum 
dan/atau kelemahan aspek hukum. Risiko ini juga dapat timbul 
antara lain karena ketiadaan dan/atau perubahan peraturan 
perundang-undangan atau kelemahan perikatan, seperti tidak 
dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang 
tidak sempurna sehingga menyebabkan suatu transaksi yang telah 
dilakukan oleh bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan, dan 
proses litigasi yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap bank 
maupun bank terhadap pihak ketiga. Dalam menilai risiko hukum, 
parameter/indikator yang digunakan adalah: 
a. Faktor litigasi 
b. Faktor kelemahan perikatan 
c. Faktor ketiadaan atau perubahan perundang-undangan 
f. Risiko  Reputasi  
Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan 
pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif 
terhadap bank. Risiko reputasi timbul antara lain karena adanya 
pemberitaan media dan/atau rumor mengenai bank yang bersifat 
negatif, serta strategi komunikasi bank yang kurang efektif. Salah 




risiko reputasi bersifat tidak langsung (below the line) dan bersifat 
langsung (above the line). Dalam menilai risiko reputasi, 
parameter/indikator yang digunakan adalah: 
a. Pengaruh reputasi negatif dari pemilik bank dan perusahaan 
terkait 
b. Pelanggaran etika bisnis 
c. Kompleksitas produk dan kerjasama bisnis bank 
d. Frekuensi, materialistis, dan eksposur pemberitaan negatif 
bank 
e. Frekuensi dan materialistis keluhan nasabah 
g. Risiko Stratejik 
Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam 
mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik 
serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. 
Sumber risiko stratejik antara lain ditimbulkan dari kelemahan dalam 
proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan 
strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil 
analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, 
penetapan tujuan stratejik yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam 
implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan 
lingkungan bisnis. Dalam menilai risiko stratejik, 
parameter/indikator yang digunakan adalah: 




b. Strategi berisiko tinggi dan berisiko rendah 
c. Posisi bisnis 
d. Pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB) 
h. Risiko Kepatuhan  
Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak 
mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-
undangan dan ketentuan. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul 
dari perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas bank yang 
menyimpang dari atau melanggar ketentuan dan/atau peraturan 
perundang-undangan dan perilaku organisasi, yaitu perilaku atau 
aktivitas bank yang menyimpang atau bertentangan dengan standar 
yang berlaku secara umum. Dalam menilai risiko kepatuhan, 
parameter/indikator yang digunakan adalah: 
a. Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan 
b. Frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau track record 
kepatuhan bank 
c. Pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang 
berlaku umum untuk transaksi keuangan tertentu.  
2. Good Corporate Governance (GCG) 
Menurut Forum Corporate Governance Indonesia (FCGI) (dikutip 
dalam Effendi, 2016) Corprorate Governance adalah seperangkat peraturan 
yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) 




kepentingan intern dan esktern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan 
kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan 
mengendalikan perusahaan. 
Menurut World Bank (dikutip dalam Effendi, 2016) Good Corporate 
Governance adalah kumpulan hukum, kumpulan peraturan, dan kaidah-kaidah 
yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber 
perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi 
jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun 
masyarakat secara keseluruhan.  
Menurut Effendi (2016) dalam bukunya The Power of Good 
Corporate Governance, pengertian GCG adalah suatu sistem pengendalian 
internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang 
signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan asset 
perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka 
panjang. 
Berdasarkan pengertian Good Corporate Governance yang telah 
diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Good Corporate 
Governance sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi pengendalian 
perusahaan usaha guna meningkatkan nilai perusahaan, yang berujung pada 
meningkatkan nilai tambah bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 
Dalam rangka meningkatkan kesehatan bank, melindungi kepentingan 
stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-




industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan 
berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance yang diatur dalam 
Surat Edaran Bank Indonesia N0.15/15DPNP tanggal 29 April 2013.  Berikut 
adalah 5 prinsip dasar: 
a. Transparansi (Transparency) yaitu, keterbukaan dalam 
mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan 
dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan 
b. Akuntabilitas (Accountability) yaitu, kejelasan fungsi dan 
pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan 
secara efektif. 
c. Pertanggungjawaban (Responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan 
bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip 
pengelolaan bank yang sehat 
d. Indepedensi (Independency) yaitu pengelolaan bank secara profesional 
tanpa pengaruh atau tekanan dar i pihak manapun 
e. Kewajaran (Fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi 
hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku  
Menurut Sutedi (2011) dengan melaksanakan prinsip Good Corporate 
Governance terdapat manfaat yang diperoleh antara lain sebagai berikut: 
a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses 




b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang 
pada akhirnya akan meningkatkan corporate value  
c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya 
d. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena 
sekaligus akan meningkatkan shareholders 
Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian tingkat kesehatan 
bank umum dengan pendekatan risiko, penilaian terhadap pelaksanaan Good 
Corporate Governance dikelompokkan dalam suatu governance system yang terdiri 
dari tiga aspek governance, yaitu:  
a. Governance Structure. Penilaian governance structure bertujuan untuk 
menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank agar 
proses prinsip pelaksanaan Good Corporate Governance 
menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders bank. 
Yang termasuk dalam struktur tata kelola bank adalah komisaris, 
direksi, komite, dan satuan kerja pada bank. Adapun yang termasuk 
infrastruktur tata kelola bank antara lain kebijakan dan prosedur bank, 
sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-
masing struktur organisasi 
b. Governance Process. Penilaian    governance process bertujuan untuk 
menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip Good Corporate 
Governance  yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur 
tata kelola bank sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan 




c. Governance Outcome. Penilaian governance outcome bertujuan untuk 
menilai kualitas outcome yang memenuhi harapan stakeholders bank 
yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip Good Corporate 
Governance yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur 
tata kelola bank.   
3. Earning (Rentabilitas) 
   Rentabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan 
perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang 
ada (Harahap, 2011).  
 Menurut Dendawijaya (2009) rentabilitas atau disebut profitabilitas 
adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode 
tertentu. Rentabilitas perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba 
dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut.  
 Penilaian faktor rentabilitas ini meliputi evaluasi terhadap kinerja 
rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas (earnings 
sustainability), dan manajemen rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan 
mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, stabilitas rentabilitas, dan 
perbandingan kinerja Bank dengan kinerja peer group¸ baik melalui analisis 
aspek kuantitatif maupun aspek kualitatif. 
 Indikator rasio yang digunakan untuk mengukur rentabilitas dalam 
penelitian ini adalah Return on Asset atas dasar memfokuskan kepada 




Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi dan menilai kesehatan bank lebih 
mengutamakan nilai profitabilitas yang diukur dari aset bank. 
4.  Capital (Permodalan) 
Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap 
kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam 
melakukan perhitungan permodalan, bank wajib mengacu pada ketentuan 
Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal 
Minimum (KPMM) bagi Bank Umum. Selain itu, dalam melakukan penilaian 
kecukupan permodalan, bank juga harus mengaitkan kecukupan modal 
dengan profil risiko bank. Semakin tinggi risiko bank, semakin besar modal 
yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut. Dalam menilai 
permodalan suatu bank, indikator/parameter yang digunakan yaitu: 
a. Kecukupan Modal Bank 
Penilaian kecukupan modal bank perlu dilakukan secara 
komprehensif, minimal mencakup: 
1. Tingkat, trend, komposisi modal bank 
2. Rasio KPMM dengan memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko 
Pasar, Risiko Operasional 
3. Kecukupan modal bank berkaitan dengan profil risiko 
b.   Pengelolaan permodalan bank 
Analisis terhadap pengelolaan permodalan bank meliputi manajemen 




  Setelah masing-masing bank maupun pengawas melakukan penilaian 
terhadap tingkat kesehatan bank, bank dikategorikan ke dalam peringkat 
komposit. Peringkat komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian tingkat 
kesehatan bank. Peringkat komposit tingkat kesehatan bank ditetapkan 
berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat 
setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum penilaian 
tingkat kesehatan bank umum. Dalam melakukan analisis secara 
komprehensif, bank juga perlu mempertimbangkan kemampuan bank dalam 
menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan. Penetapan peringkat 
komposit dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat komposit, yaitu: 
1. Peringkat Komposit 1 (PK-1) 
Mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai 
sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan 
kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. 
2. Peringkat Komposit 2 (PK-2) 
Mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu 
menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis 
dan faktor eksternal lainnya. 
3. Peringkat Komposit 3 (PK-3) 
Mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai 
cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan 





4. Peringkat Komposit 4 (PK-4) 
Mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai 
kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan 
kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya 
5. Peringkat Komposit 5 (PK-5) 
Mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai 
tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan 
kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. 
2.2.2. Nilai Perusahaan 
2.2.2.1. Pengertian Nilai Perusahaan  
Perusahaan sebagai sebuah entitas bisnis memiliki arah dan tujuan dalam 
melaksanakan kegiatan operasionalnya.Tujuan berdirinya suatu perusahaan adalah 
memproleh profitabilitas, memaksimalkan kekayaan, dan memaksimalkan nilai 
perusahaaan (Scott, 1999). Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh 
Salvatore (2005) bahwa salah satu tujuan dari perusahaan adalah memaksimumkan 
kekayaan atau meningkatkan nilai perusahaan menurut theory of the firm. 
Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli 
apabila perusahaan dijual. Nilai perusahaan yang tinggi sering dipandang sebagai 
sebuah hal yang penting bagi investor karena nilai perusahaan merupakan indikator 
bagi pasar dalam menilai sebuah perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan, 





  Nilai perusahaan dapat diukur dari berbagai aspek, salah satunya adalah 
harga saham perusahaan karena, harga pasar saham perusahaan mencerminkan 
penilaian investor terhadap seluruh ekuitas yang dimiliki (Wahyudi, 2006). Hal 
tersebut sesuai dengan pendapat Horne dan Warchowicz (2012) yang menyatakan 
bahwa, “Value is represented by the market price of the company’s common stock 
which in turn, is a function of firm’s investment, financing and dividend decision” 
Memaksimalkan nilai perusahaan merupakan upaya untuk memberikan 
kesejahteraan para pemegang saham. Nilai perusahaan diciptakan perusahaan dari 
waktu ke waktu agar mencapai nilai perusahaan yang maksimum di atas nilai buku 
dengan kata lain memaksimumkan nilai pasar. Harga pasar saham yang meningkat 
dapat pula meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimum kemakmuran pemegang 
saham sehingga membuat pasar percaya bahwa prospek perusahaan di masa depan 
akan bagus (Brigham dan Houston, 2013).  Hal tersebut sesuai dengan penyataan 
Nurlela dan Islahudin (2008) harga saham yang tinggi berbanding lurus dengan 
peningkatan kemakmuran pemegang saham. Dengan begitu, masyarakat atau investor 
semakin mempercayakan pengelolaan perusahaan untuk mencapai nilai perusahaan 
kepada para professional yang berkedudukan sebagai  manajer atau komisaris 
Dapat disimpulkan bahwa nilai perusahaan merupakan nilai atau harga pasar 
perusahaan yang bersedia dibeli oleh calon pembeli ketika perusahaan tersebut dijual 
yang mana jika nilai pasar perusahaan semakin tinggi hal tersebut mencerminkan 
bahwa investor percaya terhadap perusahaan yang bersangkutan karena akan 
meningkatkan kekayaan pemegang saham. Dengan kata lain, nilai perusahaan dapat 




2.2.2.2. Pengukuran Nilai Perusahaan 
Secara umum terdapat beberapa metode yang dikembangkan dalam mengukur 
nilai perusahaan. Menurut Suharli (2006) pendekatan yang dapat digunakan dalam 
mengukur nilai perusahaan, diantaranya: 
1. Pendekatan laba, dengan  menggunakan metode rasio tingkat laba atau Price 
Earning Ratio  
2. Pendekatan arus kas, dengan menggunakan metode penilaian diskonto arus 
kas 
3. Pendekatan dividen, dengan menggunakan metode pertumbuhan dividen 
4. Pendekatan aktiva, dengan menggunakan metode penilaian aktiva 
5. Pendekatan harga saham 
6. Pendekatan Economic Value Added 
Menurut Weston dan Copeland (2010) pengukuran nilai perusahaan dapat 
dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio penilaian atau rasio pasar. Rasio 
penilaian merupakan ukuran kinerja yang paling menyeluruh untuk suatu perusahaan. 
Berikut adalah rasio pengukuran nilai perusahaan yang terdiri dari: 
1. Price to Book Value (PBV)  
Rasio Price to Book Value (PBV) merupakan perbandingan antara harga suatu 
saham dengan nilai buku bersih per saham. Semakin tinggi nilai Price to Book 
Value (PBV) mengindikasikan masyarakat percaya terhadap prospek 





    
                 
          
 
Sumber: Weston dan Copeland 
Nilai buku perusahaan dapat dihitung dengan total aset perusahaan dikurangi 
dengan total kewajiban perusahaan. Kemudian, selisihnya dibagi dengan 
jumlah saham yang beredar. Jika, Rasio Price to Book Value (PBV) sebesar 1 
menunjukkan bahwa nilai pasar perusahaan sama dengan nilai neracanya atau 
nilai buku.  
2. Price Earning Ratio (PER)   
Menurut Fahmi (2012) Price earning Ratio (PER) adalah perbandingan antara 
market price pershare (harga pasar perlembar saham dengan earning pershare 
(laba perlembar saham). Price Earning Ratio (PER) dirumuskan sebagai 
berikut: 
    
           
              
 
    Sumber: Fahmi, 2012 
Menurut Munawir (2010), Price Earning Ratio (PER) mencerminkan 
hubungan antara harga pasar saham umum dan laba per lembar saham. Price 
Earning Ratio (PER) dipandang oleh para investor sebagai ukuran kekuatan 
perusahaan untuk memperoleh laba di masa yang akan datang (future earning 
power). Perusahaan yang mempunyai kesempatan tumbuh yang besar 
biasanya mempunyai Price Earning Ratio yang tinggi, sebaliknya Price 




3. Tobin’s Q 
Tobin's Q atau biasa juga disebut Q ratio atau Q Teori diperkenalkan pertama 
kali oleh James Tobin pada tahun 1969. Tobin’s Q model mendefinisikan nilai 
perusahaan sebagai nilai kombinasi antara aktiva berwujud dan aktiva tidak 
berwujud. Pada awalnya rasio Q dihitung sebagai nilai pasar (market value) 
suatu perusahaan dibagi dengan nilai pengganti (replacement value) aset 
perusahaan.  Berikut adalah rumus Tobin’s Q: 
  
                                             
                                             
 
Di dalam penggunaannya, Tobin’s Q mengalami modifikasi, karena dalam 
praktik nyata sulit untuk memperhitungkan biaya pergantian aset 
(replacement asset). Modifikasi Tobin’s Q versi Chung dan Pruitt (1994) 
telah digunakan secara konsisten. Modifikasi versi ini secara statistik kira-kira 
mendekati Tobin’s Q asli dan menghasilkan perkiraan 99,6 % dari formulasi 
aslinya yang digunakan oleh Lindenberg & Ross (1981). Formulasi rumusnya 
sebagai berikut: 
  
        
             
 
Sumber: Chung dan Pruitt, 1994 
 
Keterangan: 




EMV = Nilai Pasar Ekuitas (Equity Market Value), yang diperoleh dari     
(Jumlah    Saham Beredar x Harga Saham (Closing Price)) 
TA   = Total Assets  
  Hasil dari perhitungan rasio Tobin’s yaitu jika nilai pasar semata-mata 
merefleksikan aset yang tercatat suatu perusahaan maka Tobin’s Q akan sama 
dengan 1. Jika Tobin’s Q lebih besar dari 1, maka nilai pasar lebih besar dari 
nilai aset perusahaan yang tercatat. Hal ini menandakan bahwa saham 
overvalued. Apabila Tobin’s Q kurang dari 1, maka nilai pasar lebih rendah 
dari aset perusahaan yang tercatat. Hal tersebut menandakan bahwa saham 
undervalued. Jadi semakin besar nilai Tobin’s Q menunjukkan bahwa 
perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Hal ini dapat terjadi 
karena semakin besar nilai pasar aset perusahaan dibandingkan dengan nilai 
buku aset perusahaan maka semakin besar kerelaan investor untuk 
mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut. 
  Dalam penelitian ini nilai perusahaan akan diproksikan dengan 
Tobin’s Q karena rasio Tobin’s Q memasukkan semua unsur hutang dan 
modal saham perusahaan, tidak hanya saham biasa saja dan tidak hanya 
ekuitas perusahaan yang dimasukkan namun seluruh aset perusahaan. Dengan 
memasukkan seluruh aset perusahaan berarti perusahaan tidak hanya terfokus 
pada satu tipe investor saja yaitu investor dalam bentuk saham namun juga 




hanya dari ekuitasnya saja tetapi juga dari pinjaman yang diberikan oleh 
kreditur. 
2.3. Laporan Keuangan  
Setiap perusahaan baik bank maupun non-bank pada suatu waktu (periode 
tertentu) akan melaporkan semua kegiatan keuangannya. Menurut Kasmir (2010) 
laporan keuangan adalah laporan yang menunjukan kondisi keuanagan perusahaan 
pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.  
Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi terkait posisi 
keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang dapat 
dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan oleh pengguna baik pihak internal 
perusahaan atau eksternal perusahaan.  Keputusan yang diambil oleh para pengguna 
(pemegang saham, pemerintah, manajemen, karyawan, masyraakat luas) laporan 
keuangan sangat bervariasi, tergantung kepentingan mereka. Informasi keuangan 
yang ada pada laporan keuangan harus memiliki karakteristik tertentu agar dapat 
memenuhi kebutuhan pemakainya.  
Laporan keuangan terdiri dari beberapa jenis. Berikut adalah jenis laporan 
keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2015): 
1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode 
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode 
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode 
4. Laporan arus kas selama periode 
5. Catatan atas laporan keuangan 




2.4.  Komponen-Komponen RGEC  yang Digunakan  
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011 Tentang 
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, rasio-rasio keuangan yang dapat digunakan dalam 
menilai tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC adalah Risiko 
Kredit diproksikan dengan Non Performing Loan, Good Corporate Governance 
diproksikan dengan Proporsi Komisaris Independen, Rentabilitas diproksikan dengan 
Return on Asset, dan Capital yang diproksikan dengan Capital Adequacy Ratio. 
2.4.1. Non Performing Loan 
Salah satu risiko yang dihadapi oleh bank adalah risiko kredit. Menurut 
Siamat (2010) risiko kredit merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau 
ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diberikan 
oleh bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan atau 
dijadwalkan. 
Rasio yang digunakan untuk mewakili pengukuran risiko kredit dalam 
penelitian ini adalah rasio Non performing Loan. Non Performing Loan atau kredit 
bermasalah adalah kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali 
sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian diusaha 
debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank 
dalam arti luas (Rivai, 2006). Sedangkan, menurut Kasmir (2012) Non Performing 
Loan adalah risiko tidak dilunasinya kredit yang diberikan bank kepada debitur 
sehingga dapat mengakibatkan kerugian bank.  
Berdasarkan pendapat para ahli yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan 




pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan, bahkan cenderung menuju atau 
mengalami kerugian potensial.  
Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP/2011 Non 
Performing Loan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 
                    
                 
                            
       
Sumber: SE BI 13/30/DPNP, 2011 
Keterangan: 
NPL         = Non Performing Loan  
Kredit Bermasalah = (Kredit Kurang Lancar + Kredit Diragukan+ Kredit 
Macet) 
 Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 
2005 perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank, Penggolongan kredit dibedakan 
menjadi: 
1. Kredit Lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria:  
a. Pembayaran pokok dan atau bunga tepat watu, perkembangan 
rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan 
persyaratan kredit 
b. Dokumentasi kredit lengkap 
c. Tidak terdapat pelanggaran perjanjian kredit 





a. Terdapat tunggakan pokok pinjaman dan atau bunga sampai 
dengan 90 hari 
b. Jarang mengalami cerukan 
c. Dokumentasi kredit lengkap 
d. Terdapat pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil  
3. Kredit Kurang Lancar, apabila memenuhi kriteria: 
a. Terdapat tunggakan pokok pinjaman dan atau bunga yang telah 
melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari 
b. Terdapat cerukan berulang kali khususnya untuk menutupi 
kerugian operasional dan kekurangan arus kas 
c. Dokumentasi kredit yang kurang lengkap 
d. Terdapat pelanggaran terhadap persyaratan pokok yang cukup 
prinsipil 
4. Kredit Diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria: 
a. Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah 
melampaui 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 
(seratus delapan puluh) hari 
b.  Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk 
menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas 
c.  Dokumentasi kredit tidak lengkap 
d.  Terdapat pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan 
pokok dalam perjanjian kredit 




a. Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah 
melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari; 
b.  Tidak terdapat dokumentasi kredit 
c.  Pelanggaran yang sangat prinsipil terhadap persyaratan pokok 
dalam perjanjian kredit 
Tabel 2.2 
Peringkat NPL 
Rasio Peringkat  
0%-2% Sangat Sehat 
2%-5% Sehat 
5%-8% Cukup Sehat 
8%-12% Kurang Sehat 
Di atas 12% Tidak Sehat 
 Sumber: Kodifikasi Penilaian Kesehatan Bank, 2012 
 
Tabel 2.2 menggambarkan mengenai peringkat kewajaran Non Performing 
Loan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia bahwa tingkat Non Performing Loan 
tergolong aman dan sehat adalah  5%. Apabila rasio Non Performing Loan semakin 
besar (>5%), maka bank tersebut dikatakan kurang sehat bahkan tidak sehat sehingga 
diperlukan perbaikan pengelolaan kredit. Semakin kecil, nilai Non Performing Loan 
maka kondisi bank semakin sehat, dengan begitu kredit yang diberikan lancar 
sehingga bank memperoleh bunga dari kredit yang diberikan. Sebaliknya, semakin 
tinggi nilai Non Performing Loan, tidak hanya berdampak pada bank yang 
bersangkutan melainkan juga meluas dalam cakupan nasional yaitu memperlambat 




Menurut Mahmoeddin (2010) kredit bermasalah berdampak pada daya tahan 
perusahaan atau kinerja perusahaan. Dampak yang ditimbulkan antara lain likuiditas  
1. Likuiditas 
Likuiditas merupakan hal yang paling penting bagi perusahaan karena 
berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 
kewajiban jangka pendeknya. Jika utang atau kewajiban meningkat, 
maka bank perlu mengusahakan meningkatnya sisi aktiva lancar. Jika 
kredit yang jatoh tempo atau mulai diwajibkan membayar angsuran, 
namun tidak mampu mengangsur, karena kredit tidak lancar atau 
bermasalah, maka bank teramcam tidak likuid. 
2. Rentabilitas 
Rentabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan 
berupa bunga kredit atau perbandingan antara laba usaha dengan modal 
sendiri ditambah modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan 
laba yang dinyatakan dalam prosentase. Jika kredit lancar dan tidak ada 
masalah, maka bank akan memperoleh penghasilan bunga dengan 
lancar pula. 
3. Solvabilitas 
 Solvabilitas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban 
jangka panjangnya atau kemampuan membayar suatu bank apabila 
bank tersebut dilikuidasi. Adanya kredit bermasalah dapat 




akan mengalami kerugian besar pula, sehingga bukan tidak mungkin 
mengalami likuidasi. 
4. Bonafiditas 
Bonafiditas adalah kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada 
suatu bank. Hal ini bukanlah masalah yang mudah, karena ini 
menyangkut citra. Adanya kredit bermasalah dapat merusak citra bank 
5. Tingkat Kesehatan Bank 
Bank yang dilanda kredit bermasalah bisa menurunkan tingkat 
kesehatannya, dan pada gilirannya bank dapat dikenakan sanksi, 
bahkan bisa menghadapi likuidasi. 
6. Modal Bank 
Besar kecilnya ekspansi usaha bank sngat ditentukan dengan 
perkembangan kredit. Jika kredit tidak tumbuh dengan baik, maka bank 
juga tidak dapat berkembang dengan baik. 
2.4.2. Proporsi Komisaris Independen 
Dalam penerapan Good Corporate Governance diperlukan suatu mekanisme 
secara tesistem guna memantau kebijakan yang diambil sehingga tercapai tujuan 
yaitu meningkatkan nilai perusahaan. Mekanisme Good Corporate Governance 
merupakan suatu sistem yang mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan 
operasional perusahaan serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga dapat 
digunakan untuk menekan terjadinya masalah keagenan. Ada beberapa mekanisme 




kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, proporsi komisaris independen, dan 
komite audit.  
Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian 
terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance, yaitu penilaian terhadap 
Governance Structure  yang diantaranya komisaris, direksi, komite, dan satuan kerja 
pada bank. 
Dalam penelitian ini Good Corporate Governance diproksikan dengan 
proporsi komisaris independen. Atas dasar komposisi dewan Komisaris memegang 
peranan penting dalam implementasi Good Corporate Governance, karena komposisi 
dewan komisaris merupakan inti dari good corporate governance yang bertugas 
untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam 
mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Disamping itu, 
dewan komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate 
Governance dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang 
organisasi (Effendi, 2016). 
Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan 
bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan 
nasihat kepada direksi (Hamdani, 2016). Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia 
Nomor 15/15/DPNP/2013 Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris 
Independen. Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak 
memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan 




pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya 
untuk bertindak independen.  
Dalam usaha peningkatan fungsi pengawasan dewan komisaris, keberadaan 
komisaris independen sangat diperlukan untu. Secara langsung keberadaan komisaris 
independen menjadi penting karena di dalam praktek sering ditemukan transaksi yang 
mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham 
publik. Oleh karena itu, Bank Indonesia men  erbitkan peraturan yang menetapkan 
bahwa jumlah komisaris independen paling kurang 50% dari jumlah angota dewan 
komisaris. Proporsi Dewan Komisaris dapat dirumuskan sebagai berikut: 
                               
                    
                             
       
Sumber: Perdana, 2014 
2.4.3. Return On Asset  
Return on Asset merupakan salah satu rasio rentabilitas dalam analisis laporan 
keuangan, rasio ini paling disoroti karena kemampuannya dalam menunjukkan 
keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan dari seluruh aktiva yang dimiliki 
bank. Menurut Dendawijaya (2009) Return on Asset  digunakan untuk untuk 
mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara 
keseluruhan yang menunjukkan bahwa semakin besar Return on Asset semakin tinggi 
pula tingkat laba yang dicapai oleh bank dan semakin baik (sehat) pula posisi bank 
dari segi penggunaan aset. Terlebih lagi, laba yang tinggi membuat bank mendapat 




lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan meminjamkan dengan lebih 
luas (Simorangkir, 2004). Sebaliknya, semakin kecil Return on Asset hingga 
menghasilkan nilai yang negatif, hal ini menunjukkan bahwa total aktiva yang 
digunakan tidak mampu memberikan keuntungan. 
Penelitian ini menggunakan Return on Asset sebagai indikator pengukur 
rentabilitas karena Return on Asset dapat menggambarkan kemampuan perusahaan 
dalam menghasilkan keuntungan dari setiap satu rupiah aset yang digunakan serta 
memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena 
menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh 
pendapatan  sehingga mencerminkan efisiensi usaha suatu bank (Darsono dan Ashari, 
2010). Disamping itu Modigliani dan Miller (1958) menyatakan bahwa nilai 
perusahaan dapat ditentukan berdasarkan earnings power dari aset perusahaan. 
Return on Asset dirumuskan sebagai berikut: 
                 
                  
           
       
Tabel 2.3 
Peringkat ROA  
Rasio  Peringkat  
Di atas 1.5% Sangat Sehat 
1.25%-1.5% Sehat 
0.5%-1.25% Cukup Sehat 
0%-0.5% Kurang Sehat 
Di bawah 0% Tidak Sehat 




Tabel 2.3 menjelaskan mengenai peringkat Return On Asset (ROA). Semakin 
besar nilai Return on Asset, semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai bank 
sehinnga kecil kemungkinan terjadi bank dalam kondisi masalah. Sebaliknya, 
semkain kecil nilai Return on Asset maka semakin tidak sehat karena laba yang 
diperoleh menurun atau bahkan merugi. Dengan kondisi tersebut, pihak manajemen 
bank harus merespon, mengevaluasi, serta memperbaiki dalam pengelolaan asset 
sehingg a tingkat pengembalian menjadi optimal. 
2.4.4. Capital Adequacy Ratio  
Secara umum, pengertian Capital Adequacy Ratio adalah rasio kecukupan 
modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh 
bank. 
Capital Adequacy Ratio adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh 
seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, 
tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping 
memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank seperti dana dari masyarakat, 
pinjaman, dan lain-lain (Dendawijaya, 2009). 
Menurut Idroes (2008) Capital Adequacy Ratio mencerminkan kemampuan 
bank untuk menutup risiko kerugian dari aktivitas yang dilakukannya dan 
kemampuan bank dalam mendanai kegiatan operasionalnya. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Capital Adequacy Ratio 
merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki 
bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko. Capital Adequacy Ratio 




    
     
                                     
      
Sumber: SE BI 13/30/DPNP, 2011 
Modal bank diperoleh dari penjumlah modal inti dan modal pelengkap. 
Sedangkan, Total ATMR dapat dihitung dengan mengalikan aktiva dengan bobot 
masing-masing risiko.  
Tabel 2.4 
Peringkat Capital Adequacy Ratio (CAR) 
Rasio Peringkat 
Di atas 12% Sangat Sehat 
9%-12% Sehat 
8%-9% Cukup Sehat 
6%-8% Kurang Sehat 
Di bawah 6% Tidak Sehat 
         Sumber: Kodifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, 2012 
 Tabel 2.4 menjelaskan terkait peringkat kewajaran Capital Adequacy Ratio 
perbankan, semakin besar rasio Capital Adequacy Ratio suatu bank maka semakin 
baik. Hal ini menandakan bahwa bank dapat mengelola permodalannya, karena rasio 
Capital Adequacy Ratio ini digunakan untuk menutupi kemungkinan terjadinya 
kebangkrutan, namun jika Capital Adequacy Ratio terlalu tinggi juga tidak baik 
karena banyak modal yang menganggur. Sebaliknya, jika rasio Capital Adequacy 
Ratio kecil yaitu di bawah 9%, maka pihak manajemen bank harus segera merespon 
hal ini dengan penambahan modal untuk menutupi kemungkinan kebangkrutan yang 






2.5.   Kerangka Pikir Penelitian 
Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat 















Bank sebagai lembaga perantara keuangan memiliki kontribusi besar terhadap 
pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya apabila terjadi kegagalan dalam usaha 
pengelolaan bank menyebabkan efek negatif terhadap perekonomian, seperti yang 
terjadi pada krisis ekonomi di tahun 1997-1998 dan 2008 yang mengakibatkan 
runtuhnya kepercayaan masyrakat. Oleh karena itu, untuk memelihara kepercayaan 
masyarakat, perbankan dituntut untuk memiliki kondisi kesehatan/kinerja keuangan 
yang baik. Dengan kondisi kesehatan bank yang baik akan mempengaruhi nilai 
perusahaan. Meningkatkan nilai perusahaan merupakan tujuan perusahaan. 
Landasan Teori: 
1. Risiko Kredit: Non 
Performing Loan 
(Kasmir, 2012) 















1. Irianti dan Saifi 
(2017) 
2. Alin Septia Ningrum 
(2015) 
3. Putri Yanindha Sari  
(2017 
4. Laras Ayu Agustina 
(2014) 
5. Gunawan (2014) 
6. Akram Alkhatib 
(2012) 
7. Wardoyo dan 
Agustini (2015) 
8. Perdana (2014) 
9. Maulana (2015) 
Variabel Independent: 
1. NPL (X1) 
2. PKI (X2) 
3. ROA (X3) 





Analisis Linear Berganda 
Pembahasan dan Hasil Penelitian 
Kesimpulan dan Saran 




2.6. Kerangka Konsep 
Berdasarkan kerangka pikir penelitian, maka kerangka konsep penelitian ini 









                                                             Gambar 2.3 Kerangka Konsep 
            Sumber: Data Diolah, 2017 
  
2.7.  Hipotesis  
Non Performing Loan (NPL) adalah  risiko kemungkinan terjadinya kerugian 
bank sebagai akibat dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan bank kepada 
debitur (Kasmir, 2012). Jika, nilai rasio Non Perfroming Loan (NPL) semakin tinggi, 
hal tersebut menunjukan bahwa kredit bermasalah semakin tinggi pula. Kredit 
bermasalah ini dapat membuat bank kehilangan kesempatan untuk mendapat bunga 
dari kredit yang disalurkan dan biaya untuk menutupi kredit bermasalah tersebut 
semakin tinggi, sehingga mengurangi perolehan laba (Mahmoeddin, 2010). Kualitas 
kredit yang buruk dapat menyebabkan kemungkinan suatu bank dalam kondisi 
bermasalah semakin besar yang tentunya akan mempengaruhi kinerja keuangan yang 
Risiko Kredit: NPL 
GCG: Proporsi 
Komisaris Independen 









merujuk pada kesehatan bank yang pada akhirnya berimbas terhadap menurunnya 
kepercayaan masyarakat sehingga nilai perusahaan pun menurun. Berdasarkan 
penelitian Maulana (2015) bahwa terdapat pengaruh signifikan Non Performing Loan 
terhadap harga saham, yang mana harga saham tersebut dapat menggambarkan nilai 
perusahaan. Sedangkan, menurut penelitian Irianti dan Saifi (2017), Ningrum (2017), 
Alkhatib (2012) menunjukkan bahwa variabel Non Performing Loan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan perbankan. 
Hasil penelitian sebelumnya, ditemukan adanya inkonsistensi sehingga 
mendorong peneliti untuk menguji kembali pengaruhi Non Performing Loan terhadap 
nilai perusahaan. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, sebagai berikut:   
H1: Terdapat pengaruh signifikan Non performing Loan terhadap nilai 
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  
 Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu sistem 
pengendalian/pengelolaan perusahaan sehingga dapat menghasilkan nilai ekonomi 
jangka panjang yang berkesinambungan. Untuk mewujudkan kinerja perusahaan yang 
baik dalam rangka meningkatkan  nilai perusahaan dibutuhkan suatu mekanisme 
corporate governance. Salah satu mekanisme corporate governance adalah proporsi 
komisaris independen. Dewan komisaris memegang peranan penting dalam menjamin 
pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola 
perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas dan dengan adanya 
komisaris independen ini diharapkan mampu meningkatkan peran dewan komisaris 




juga digunakan untuk mengatasi konflik keagenan karena komisaris independen dapat 
mengkomunikasikan tujuan para pemegang saham. Dengan adanya pengawasan ini 
diharapkan monitoring dapat lebih efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja 
perusahaan dan mampu meningkatkan nilai perusahaan. 
 Berdasarkan penelitian Gunawan (2014) menunjukkan bahwa proporsi 
komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
Sedangkan penelitian Perdana (2014) menunjukkan bahwa variabel proporsi 
komisaris independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai 
perusahaan. 
Hasil penelitian sebelumnya, ditemukan adanya inkonsistensi sehingga 
mendorong peneliti untuk menguji kembali pengaruh Good Corporate Governance 
yang diproksikan dengan proporsi komisaris independen terhadap nilai perusahaan. 
Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, sebagai berikut:   
 H2: Terdapat pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap nilai 
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
 Return on Asset (ROA) digunakan untuk untuk mengukur kemampuan 
manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan 
(Dendawijaya, 2009).  Semakin tinggi nilai rasio Return on Asset, maka semakin 
tinggi peroleh laba dan menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan 
aktiva sehingga mencerminkan efisiensi usaha suatu bank. Hal ini dapat 
mempengaruhi pandangan investor terhadap kinerja keuangan perusahaan di masa 




tinggi, karena investor juga akan mendapat keuntungan dari saham yang dimilikinya 
sehingga permintaan terhadap saham pun meningkat. Dengan meningkatnya harga 
saham akan meningkatkan nilai perusahaan.  
Menurut Modigliani dan Miller (1958) bahwa nilai perusahaan dapat 
ditentukan dengan earnings power dari aktiva yang dimiliki. Semakin tinggi Return 
on Asset menunjukkan bahwa semakin efisien perputaran aset dan semakin tinggi 
profit margin yang diperoleh perusahaan. 
Berdasarkan penelitian Agustina (2014) menunjukkan bahwa variabel Return 
on Asset tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan, 
penelitian Sari (2017), Irianti dan Saifi (2017) menunjukkan bahwa Return on Asset 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
Hasil penelitian sebelumnya, ditemukan adanya inkonsistensi sehingga 
mendorong peneliti untuk menguji kembali pengaruh Return on Asset terhadap nilai 
perusahaan. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, sebagai berikut: 
H3: Terdapat pengaruh signifikan Return on Asset terhadap nilai     
perusahaan perbankan yang terdatar di Bursa Efek Indonesia. 
Capital Adequacy Ratio adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh 
seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit penyertaan, surat berharga, 
tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping 
memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank seperti dana dari masyarakat, 




 Kecukupan modal sangat penting bagi bank untuk menutupi kerugian yang 
mungkin terjadi dari aktivitas operasionalnya. Dengan  nilai rasio Capital Adequacy 
Ratio yang tinggi maka akan menunjukkan bank dalam kondisi yang sehat sehingga 
akan  meningkatkan  permintaan saham  karena investor percaya menanamkan 
modalnya di bank yang bersangkutan sehingga mampu meningkatkan nilai 
perusahaan (Maulana , 2015).    
 Berdasarkan hasil penelitian Sari (2017), Agustina (2014), dan Wardoyo dan 
Agustini (2015) menunjukkan bahwa Capital Adequacy Ratio tidak terdapat 
pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. 
Hasil penelitian sebelumnya, ditemukan adanya inkonsistensi sehingga 
mendorong peneliti untuk menguji kembali pengaruh Return on Asset terhadap nilai 
perusahaan. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, sebagai berikut:  
H4: Terdapat pengaruh signifikan Capital Adequacy Ratio terhadap nilai 
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
  
